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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kehadiran Open Government 

Data sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam memberikan 

data dan informasi publik kepada masyarakat. Hal ini yang pada 

akhirnya mendorong peneliti untuk meneliti penerapan Open 

Government Data di Pemerintah Kota Bandung, melalui portal 

Open Data Kota Bandung yang berisikan berbagai data-data yang 

berkaitan dengan pembangunan pemerintah. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan menggunakan teori New Open Government 

oleh Moon (2019) yang menilai perkembangan teknologi yang 

semakin berkembang, akan menggeser keberadaan Old Open 

Government. New Open Government mendorong tingkat 

transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan melalui 

kebijakan kebebasan informasi publik (KIP). Sehingga dalam hal 

ini, peneliti melakukan analisis melalui 4 dimensi yang tercantum 

dalam New Open Government oleh Moon (2019) , yaitu Fokus 

Kebijakan, Sifat Informasi dan Data, Nilai Administratif Utama, 

dan Peran Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif bersifat deskriptif yang akan membantu peneliti dalam 

menyajikan data-data baik secara primer maupun sekunder dalam 

penggambaran yang jelas. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwasanya tata kelola data yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Bandung melalui portal Open Data Kota Bandung sudah 

dilakukan secara maksimal dengan pemanfaatan dan sinergitas 

dua portal sekaligus yaitu Satu Data Kota Bandung,dan Open 

Data Kota Bandung. Kelengkapan data yang diberikan sudah 

dapat dikategorikan lengkap, dengan disajikan dalam topik yang 

relevan dan sesuai isi dari setiap data. 
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1. PENDAHULUAN 

Pada era digital saat ini, perkembangan 

teknologi dan informasi telah membawa perubahan 

besar dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah pun 

dituntut untuk lebih terbuka dalam menyediakan 

informasi dan memberikan pelayanan publik secara 

daring. Tuntutan ini mendorong perlunya 

peningkatan kapasitas dan kemampuan pemerintah 

dalam menyediakan layanan publik yang efektif dan 

efisien berbasis teknologi. 

Sejak tahun 2009, Indonesia mulai 

mengembangkan akses masyarakat terhadap 

informasi pemerintahan melalui inisiatif Open 

Government Data (OGD). Inisiatif ini awalnya 

berfokus pada promosi pentingnya keterbukaan data, 

namun kemudian berkembang menjadi pemanfaatan 

data yang sudah tersedia untuk tujuan pelayanan 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


E.ISSN.2614-6061              DOI : 10.37081/ed.v13i3.7173 
P.ISSN.2527-4295               Vol. 13 No. 3 Edisi September 2025, pp.547-554 

Jurnal Education and development  Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Hal. 548 

 

publik dan transparansi. Meski begitu, menurut Fang 

et al. (2024), pemanfaatan data OGD masih belum 

optimal, karena rendahnya dampak nyata dan 

motivasi masyarakat dalam menggunakan data 

tersebut.  Oleh karena itu, dibutuhkan ekosistem 

pemerintahan yang mampu mengintegrasikan 

teknologi dengan kebutuhan layanan publik. 

Teori open government menekankan 

pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata 

kelola pemerintahan. Hal ini terus berkembang 

menjadi konsep new open government, yang tidak 

hanya menekankan keterbukaan informasi, tetapi 

juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan 

masyarakat. Dimensi penting dalam konsep ini 

mencakup kebijakan publik, sifat data, nilai 

administratif, dan peran masyarakat (Moon, 2019). 

Di tingkat lokal, Kota Bandung menjadi salah 

satu kota yang aktif mengimplementasikan open data. 

Portal open data pertama diluncurkan pada tahun 

2015 melalui situs databandung.go.id yang kemudian 

diperbarui menjadi data.bandung.go.id. Selain itu, 

portal opendata.bandung.go.id juga dibuat untuk 

mendukung tata kelola data pemerintah dan 

keterbukaan informasi publik. Portal ini dibentuk 

berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung No. 11 

Tahun 2023 tentang Satu Data Kota Bandung, yang 

bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, 

mutakhir, dan terpadu. 

Meskipun telah tersedia lebih dari 2.000 

dataset, minat masyarakat terhadap data yang tersedia 

sangat bervariasi. Dataset yang berkaitan dengan 

transportasi umum, seperti rute Bus Damri, paling 

banyak diakses, sementara data sosial dan pendidikan 

justru kurang diminati. Hal ini menimbulkan 

kekhawatiran tentang rendahnya kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya data untuk 

pengambilan keputusan yang lebih baik. 

Penelitian ini berupaya mengevaluasi 

bagaimana pengelolaan data oleh Dinas Komunikasi 

dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung 

sejalan dengan prinsip new open government. 

Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi 

minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan 

dataset, rendahnya kesadaran akan manfaat open 

data, dan terbatasnya kemampuan lembaga 

pemerintah dalam mengelola data secara teknologi. 

Untuk mengatasi hal ini, solusi yang ditawarkan 

antara lain menjalin kerja sama formal dengan pihak 

eksternal sebagai produsen data dan membangun 

fasilitas pendukung guna memperkuat program open 

data di Kota Bandung. 

Dengan pendekatan ini, diharapkan 

implementasi Open Government Data di Kota 

Bandung dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan 

mampu mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara 

pemerintah dan masyarakat. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik dari 

fenomena yang diteliti, yaitu tata kelola Open 

Government Data di Kota Bandung. Pendekatan ini 

dipilih karena mampu menggali secara mendalam 

proses, makna, dan pemahaman atas kebijakan Open 

Data di lingkungan Diskominfo Kota Bandung, 

khususnya dalam implementasi konsep New Open 

Government yang terdiri dari empat dimensi: fokus 

kebijakan, sifat informasi dan data, nilai administratif 

utama, serta peran masyarakat.  

Data yang dikumpulkan bersumber dari data 

primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui 

wawancara mendalam dengan informan kunci yang 

dipilih secara purposif, yaitu mereka yang dianggap 

memiliki pemahaman dan pengalaman langsung 

terkait kebijakan Open Data di Kota Bandung. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, 

arsip, laporan resmi, serta literatur yang relevan.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis interaktif model Miles 

dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama: 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan  

kesimpulan/verifikasi. Untuk memastikan 

keabsahan data, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi sumber dan metode. Penelitian 

dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika 

(Diskominfo) Kota Bandung dengan periode 

pelaksanaan pada tahun 2023, berfokus pada portal 

Open Data Kota Bandung dan pelaksanaannya dalam 

kerangka transparansi dan akuntabilitas publik. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Kota Bandung 

Kota Bandung, sebagai Ibu Kota Provinsi 

Jawa Barat, memiliki luas wilayah 16.729,65 ha dan 

terbagi secara administratif ke dalam 30 kecamatan, 

151 kelurahan, serta ribuan RT dan RW. Kota ini 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung, 

Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Dengan 

kemajuan teknologi dan infrastrukturnya, Kota 

Bandung menunjukkan pertumbuhan penduduk yang 

signifikan, dari 2,322 juta jiwa pada 2013 menjadi 

2,506 juta jiwa pada 2023. Pertumbuhan ini 

berdampak pada kebutuhan akan pengelolaan sumber 

daya dan lingkungan yang lebih baik. Sebagai pusat 

pemerintahan dan pembangunan, Bandung terus 

mendorong sinergi antara teknologi dan pelayanan 

publik demi transparansi dan akses informasi yang 

merata, meliputi aspek ekonomi, sosial, demografi, 

hingga spasial. 

Pemerintah Kota Bandung  

Pemerintah Kota Bandung merupakan daerah 

otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur 

urusan rumah tangganya sendiri sebagai hasil dari 

desentralisasi pemerintah pusat. Tujuannya adalah 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara 

merata melalui pelayanan, pembangunan, 

pengaturan, dan pemberdayaan. Walikota dan wakil 

walikota, sebagai pimpinan daerah, berperan penting 
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dalam menyinergikan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan, dengan dukungan dari Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana 

tercantum dalam laman resmi Pemerintah Kota 

Bandung tahun 2021. 

 
Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah 

Kota Bandung Tahun 2021 

Tata Kelola Open Government Data pada Data 

dan Informasi Publik di Kota Bandung Tahun 

2023 

Perkembangan teknologi yang pesat 

membawa pengaruh besar dalam kehidupan 

masyarakat, termasuk dalam tata kelola 

pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk beradaptasi 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam 

mengelola dan menyampaikan data kepada publik. 

Open Government Data (OGD) menjadi salah satu 

inisiatif penting dalam mewujudkan pemerintahan 

yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sejak 

awal 2000-an, banyak negara mulai menerapkan 

kebijakan ini, termasuk Indonesia, baik di tingkat 

pusat maupun daerah. Pemerintah Kota Bandung 

termasuk yang aktif mengembangkan konsep smart 

city dan telah membentuk Portal Open Data Kota 

Bandung sebagai sarana penyediaan data publik yang 

akurat dan terbuka. 

Portal ini menjadi wadah penyebaran 

informasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD), didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Tujuannya adalah meningkatkan transparansi, 

partisipasi masyarakat, serta pengambilan keputusan 

berbasis data (data-driven decision making). Portal 

ini memuat lebih dari 1.000 dataset, dan dirancang 

agar memudahkan akses data yang bersifat publik, 

memperkuat komunikasi antara pemerintah dan 

masyarakat, serta mendukung pemanfaatan data 

secara berkelanjutan.  

Dalam konteks ini, konsep New Open 

Government hadir sebagai transformasi dari model 

lama, yang tak hanya menekankan keterbukaan, 

tetapi juga kolaborasi dan nilai tambah dari 

pemanfaatan data publik. Di Kota Bandung, peran 

Diskominfo, pihak swasta seperti PT GITS 

Indonesia, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam 

keberhasilan pelaksanaan OGD melalui portal resmi 

pemerintah. 

Fokus Kebijakan Open Government Data pada 

Data dan Informasi Publik di Diskominfo Kota 

Bandung Tahun 2023 

 

Masyarakat memiliki hak penuh untuk 

mengakses informasi publik, terutama terkait 

penyelenggaraan pemerintahan. Di tengah 

perkembangan teknologi, keterbukaan informasi 

menjadi semakin penting namun tetap harus 

mempertimbangkan aspek keamanan nasional. Kota 

Bandung telah mengadopsi prinsip keterbukaan 

informasi sejalan dengan regulasi nasional seperti 

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 

14 Tahun 2008, serta Peraturan Presiden No. 39 

Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

 

 

Pemerintah Kota Bandung mengelola 

informasi publik melalui dua portal utama: Open 

Data Kota Bandung dan Satu Data Kota Bandung, 

yang terintegrasi dan saling melengkapi. Portal ini 

menyediakan ribuan dataset dari berbagai sektor, 

seperti administrasi pemerintahan, pendidikan, sosial, 

ekonomi, dan kesehatan, guna mendorong 

transparansi dan akuntabilitas. 

Landasan hukum yang kuat mendasari 

pengelolaan data ini, mencakup sejumlah undang-

undang, peraturan presiden, dan peraturan wali kota. 

Portal Open Data sendiri mulai dirintis sejak 2014 

dan dikembangkan secara aktif mulai 2017. Menurut 

Muhammad Mulyawan, pengelolaan data ini lahir 

dari komitmen bersama antara pemerintah dan 

komunitas, yang bertujuan menyediakan akses data 

secara terbuka kepada masyarakat dalam maupun 

luar Kota Bandung. 

Portal Open Data Kota Bandung diluncurkan 

pada 11 Desember 2015 melalui databandung.go.id 

sebagai komitmen Pemkot Bandung menuju Smart 

City. Dikelola oleh Diskominfo, portal ini bertujuan 

meningkatkan kualitas data dan pelayanan publik. 

Penggunaannya tercatat tinggi di 

opendata.bandung.go.id. 

 
Gambar 2 Grafik Jumlah Pengunjung 

opendata.bandung.go.id pada Tahun 2024-2025 

 
Gambar 3 Grafik Jumlah Pengunduh Dokumen 

opendata.bandung.go.id pada Tahun 2024-202 

Portal Open Data Kota Bandung mulai 

diperkenalkan sejak 2015 sebagai bagian dari 

transformasi digital menuju Smart City. Meskipun 

data penggunaan portal pada 2024 dan 2025 

menunjukkan penurunan jumlah pengunjung dan 

unduhan, portal ini tetap dinilai efektif karena 

menyediakan data yang diperbarui dan mudah 

diakses. Inisiatif ini dibangun atas kerja sama antara 

pemerintah dan komunitas, serta menggunakan 

platform open source CKAN yang dikembangkan 

sesuai kebutuhan lokal. 
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Pemerintah Kota Bandung melalui 

Diskominfo terus meningkatkan standar data dan 

memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah. 

Portal ini kini memiliki lebih dari 9.000 dataset dan 

diakui oleh Satu Data Indonesia sebagai yang 

terbanyak secara nasional. Adopsi format dan 

tampilan seragam dengan Provinsi Jawa Barat juga 

memperkuat integrasi dan kemudahan analisis data. 

Namun, kritik masih muncul, terutama dari 

kalangan developer yang menganggap dokumentasi 

API masih kurang jelas. Meski begitu, upaya 

pemerintah dalam mendorong keterbukaan informasi 

dan kolaborasi antar lembaga publik patut 

diapresiasi. 

Portal Open Data berfungsi sebagai sarana 

transparansi bagi masyarakat, sementara Satu Data 

Kota Bandung menjadi kanal koordinasi antar OPD. 

Keduanya dijalankan dengan dasar regulasi yang kuat 

dan mendukung tata kelola pembangunan daerah. 

Diskominfo bertugas memastikan integritas data agar 

tujuan pembangunan tetap terarah dan akses 

masyarakat terhadap data tetap terbuka dan 

bertanggung jawab. 

Meski tanpa indikator keberhasilan yang jelas, 

peningkatan layanan melalui Open Data menjadi 

target Diskominfo dalam mendukung visi RPJMD 

Kota Bandung 2018–2023. Capaian keterbukaan data  

meningkat dari 25% pada 2018 menjadi 75% pada 

2023, dengan anggaran sekitar Rp539 juta. 

Tabel 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang 

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 
Open Data Kota Bandung mendorong 

transparansi dan partisipasi publik melalui akses data 

digital. Meski diapresiasi, portal ini masih perlu 

perbaikan terutama dalam dokumentasi API bagi 

developer. Terintegrasi dengan Satu Data Kota 

Bandung, pengelolaan data dilakukan oleh pembina 

data, wali data (Diskominfo), wali data pendukung, 

dan produsen data. Portal ini didukung regulasi kuat 

seperti Perwali No. 11 Tahun 2023 dan kini memuat 

lebih dari 2.200 dataset yang mendukung kebijakan 

berbasis data secara terbuka dan terintegrasi. 

Sifat Informasi dan Data Open Government Data 

pada Data dan Informasi Publik di Diskominfo 

Kota Bandung Tahun 2023 

Open Data Kota Bandung menyediakan akses 

mudah bagi masyarakat terhadap data dalam berbagai 

format dan topik, seperti administrasi, ekonomi, 

pendidikan, hingga lingkungan. Portal ini memuat 

2.248 dataset, 14 artikel, 24 infografik, dan 39 

publikasi, yang telah diklasifikasikan menjadi data 

terbuka, tertutup, dan dikecualikan. Seluruh data 

diverifikasi oleh perangkat daerah dan didukung 

teknologi seperti CKAN, Tableau, dan Open Refine. 

Sekitar 90% data tersedia dalam format terbuka 

seperti CSV dan dapat diakses melalui API, 

memastikan keterbacaan mesin dan kemudahan 

penggunaan publik. 

 
Gambar 3 Tampilan Utama Portal Open Data Kota 

Bandung 

 
Gambar 4 Tampilan Utama Portal Open Data Kota 

Bandung 

Portal Open Data dan Satu Data Kota 

Bandung mengacu pada Open Data Jawa Barat dan 

mendorong kolaborasi antar perangkat daerah dalam 

menyediakan data untuk publik. Informasi disajikan 

secara online, terstruktur, dan dapat diakses melalui 

API, mendukung komunikasi antara pemerintah dan 

masyarakat. Data diklasifikasikan menjadi tiga jenis: 

terbuka, terbatas, dan dikecualikan. Data terbuka 

bebas diakses, data terbatas memerlukan izin 

terbatas, dan data dikecualikan hanya untuk dinas 

tertentu karena sifatnya rahasia. Sebelum 

dipublikasikan, data melalui proses validasi oleh 

produsen data dan verifikasi oleh wali data, guna 
menjaga akurasi dan etika privasi. 

 
Gambar 6 SOP yang disajikan Oleh Pemerintah Kota 

Bandung untuk Masyarakat yang Memerlukan 

Pelayanan Permohonan Informasi Publik 

 
Gambar 7 Prosedur Permohonan Informasi 
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Pelaksanaan prinsip Satu Data di Kota 

Bandung mengacu pada Perpres No. 39 Tahun 2019, 

dengan SOP ketat untuk menjamin akurasi, integrasi, 

dan keamanan data. Portal Open Data menyediakan 

data dalam berbagai format, terutama CSV dan 

GeoJSON, yang memudahkan akses dan pemrosesan 

data, termasuk melalui API. Diskominfo berperan 

sebagai wali data yang memastikan kualitas dan 

klasifikasi data terbuka, terbatas, atau dikecualikan 

sebelum dipublikasikan. 

Standar publikasi data mencakup tahapan 

akuisisi, pengolahan, hingga publikasi. Portal ini juga 

menggunakan aplikasi pendukung seperti CKAN, 

Tableau, dan Open Refine, serta aplikasi internal 

seperti ARIMBI dan Bandung City Dashboard. Data 

ditampilkan dengan struktur rapi, dokumentasi 

lengkap, dan format machine-readable, sehingga 

memudahkan masyarakat dalam mengakses, 

memahami, dan memanfaatkan informasi yang 

tersedia. 

Nilai Administratif Utama Open Government 

Data pada Data dan Informasi Publik di 

Diskominfo Kota Bandung Tahun 2023 

Open Data Kota Bandung mendukung prinsip 

New Open Government dengan menekankan 

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 

masyarakat. Pemerintah mendorong kolaborasi 

dengan masyarakat dan komunitas, seperti Wikidata 

dan Open Street Map, untuk meningkatkan 

pengelolaan dan visualisasi data. 

Diskominfo sebagai wali data memiliki peran 

penting dalam menjamin kualitas dan keamanan data 

yang dipublikasikan. Pelaksanaan Open Data juga 

didukung berbagai aplikasi, seperti CKAN, Tableau, 

dan sistem internal untuk pengelolaan dan evaluasi 

data. Penggunaan teknologi ini bertujuan 

meningkatkan kualitas layanan publik serta 

keterlibatan masyarakat. 

Meskipun portal Open Data menyediakan 

ribuan dataset dan menunjukkan tingkat kunjungan 

yang tinggi, kritik tetap ada terkait aksesibilitas, 

tampilan, dan kurangnya panduan teknis bagi 

pengguna non-teknis. Beberapa masyarakat menilai 

kontennya masih terlalu teknis atau kurang relevan 

untuk kebutuhan umum sehari-hari. 

Dari sisi ekonomi dan efisiensi layanan 

publik, Pemkot Bandung mengalokasikan anggaran 

besar untuk pengembangan SPBE dan Open Data, 

namun efektivitasnya masih memerlukan 

peningkatan partisipasi dan penyempurnaan kualitas 

data. Tujuan utamanya tetap untuk membangun 

ekosistem data yang terbuka, mudah diakses, dan 

mendukung Kota Bandung sebagai smart city 

berbasis teknologi dan kolaborasi publik. 

Peran Masyarakat melalui Open Government 

Data pada Data dan Informasi Publik di 

Diskominfo Kota Bandung Tahun 2023 

Masyarakat memegang peran penting dalam 

pengawasan dan pemanfaatan portal Open Data Kota 

Bandung, meskipun partisipasi aktif mereka masih 

tergolong rendah. Keterlibatan masyarakat sebagai 

produsen data masih terbatas, dan mayoritas hanya 

berperan sebagai pengguna. Meski demikian, 

pemerintah terbuka terhadap kolaborasi, seperti 

dengan komunitas Wikidata dan Open Street Map. 

Penggunaan portal sudah menjangkau 

berbagai kalangan dengan rata-rata 100.000 

kunjungan per tahun. Namun, sebagian masyarakat 

menilai data yang tersedia kurang relevan untuk 

kebutuhan sehari-hari dan lebih cocok untuk 

kalangan akademisi. Sosialisasi dan panduan 

pemanfaatan data juga dinilai masih minim. 

Pengembangan aplikasi oleh masyarakat atau 

swasta masih terbatas karena keterbatasan akses pada 

data tertutup dan prosedur ketat. Pemerintah telah 

mencoba mengumpulkan masukan dari pengguna 

melalui uji coba skala kecil, melibatkan peneliti, 

mahasiswa, dan pekerja swasta, serta menyediakan 

kanal komunikasi untuk feedback melalui email dan 

kontak portal. 

Secara umum, meskipun ada inisiatif 

keterlibatan masyarakat, perlu upaya lebih besar dari 

pemerintah untuk mendorong kolaborasi, 

memperluas kelompok pengguna, dan meningkatkan 

kualitas serta keterjangkauan data yang tersedia di 

portal. 

 
Gambar 8 Tampilan Fitur Untuk Masyarakat 

Memberikan Aspirasi 

 Setiap masukan dari masyarakat melalui 

portal Open Data Kota Bandung digunakan oleh 

pemerintah sebagai bahan evaluasi dan 

pengembangan layanan. Melalui kegiatan seperti 

data discovery workshop, Diskominfo memetakan 

permasalahan dan meninjau kualitas serta 

fungsionalitas data. Namun, kolaborasi dengan 

masyarakat dan pihak eksternal seperti startup dan 

universitas masih perlu ditingkatkan agar masyarakat 

tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga mitra 

aktif dalam pengembangan portal data publik. 

 

4. KESIMPULAN 

Keterbukaan informasi di masa sekarang 

merupakan suatu hak yang perlu didapatkan oleh 

masyarakat untuk mengetahui setiap pergerakan 

penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tidak 

menutup kemungkinan bahwasanya pemerintah 

menciptakan suatu inovasi teknologi berbasis data 

dan informasi publik untuk memudahkan masyarakat 

dalam mendapatkan transparansi dan partisipasi 

penuh penyelenggaraan pemerintahan. Portal Open 

Data Kota Bandung merupakan portal yang berisikan 
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data-data Kota Bandung disertai dengan informasi 

publik dan klasifikasi setiap topik yang relevan dari 

setiap data yang disajikan. Hal ini memberikan 

pemahaman baru bagi masyarakat, bahwasanya 

setiap data dan informasi publik merupakan hal 

penting yang dapat diakses kapan saja dan dimana 

saja serta dapat dipergunakan berulang kali. 

Sebagai simpulan dari hasil penelitian 

terhadap tata kelola open government data pada data 

dan informasi publik dengan studi pada Diskominfo 

Kota Bandung Tahun 2023, maka peneliti menarik 

simpulan sebagai berikut. 

1. Ditinjau dari dimensi Fokus, tata kelola data yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan 

menyediakan ruang akses data dan informasi 

publik menjadi langkah awal yang sangat baik 

disertai dengan penggunaan dua portal yang 

saling terintegrasi yaitu Satu Data Kota Bandung 

dan Open Data Kota Bandung. Satu Data Kota 

Bandung merupakan portal yang dipergunakan 

oleh perangkat daerah Kota Bandung untuk 

berkomunikasi antar perangkat lainnya dalam hal 

mempublikasikan suatu data. Portal ini memiliki 

keterbatasan akses yang membedakan antara 

Open Data Kota Bandung. Open Data Kota 

Bandung merupakan portal yang dapat diakses 

oleh masyarakat manapun dengan leluasa dan 

hambatan. Namun, Satu Data Kota Bandung 

hanya bisa diakses oleh perangkat pemerintah 

Kota Bandung. Pengaplikasian kedua portal ini 

sudah berjalan dengan baik dan saling terintegrasi 

di dalamnya. Pemenuhan kebutuhan akan data 

juga telah dilengkapi oleh setiap perangkat daerah 

dengan sangat baik. Terlebih dengan landasan 

hukum yang jelas seperti Peraturan Presiden 

Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia dan Peraturan Walikota Kota Bandung 

Nomor 11 Tahun 2023 tentang Satu Data Kota 

Bandung, menjadi pedoman pemerintah dalam 

mencapai tujuan untuk mengelola data dan 

informasi publik. Selain itu pula, pembagian 

tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 

pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data 

juga telah disusun sedemikian rupa oleh 

Pemerintah Kota Bandung secara baik dan 

terstruktur. 

2. Ditinjau dari dimensi Sifat Informasi dan Data, 

keberadaan portal Open Data Kota Bandung pada 

dasarnya menjadi portal yang membuka akses 

data yang dapat diperoleh masyarakat. Informasi 

dan data menjadi dua hal yang krusial dalam 

menentukan arah perencanaan pembangunan 

yang ada. Tidak hanya itu pula, adanya 

timplekasnaan untuk memilah data agar sesuai 

dengan etika privasi data sudah dijalankan dengan 

baik, sehingga hal ini mencegah hadirnya 

tindakan tidak bertanggung jawab dari oknum 

yang akan menyalahgunakan data dan informasi 

tersebut. Namun dalam realisasinya, Open Data 

Kota Bandung masih memerlukan kesiapan yang 

matang untuk melengkapi kekurangan dalam 

hadirnya format data yang kurang dapat mencapai 

setiap individu, hingga penyusunan dari data yang 

masih dirasa kurang rapi untuk dipublikasikan 

kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada 

penggunaan portal yang masih belum dipahami 

oleh segelintir masyarakat mengenai penggunaan 

dan pemanfaatannya 

3. Ditinjau dari dimensi Nilai Administratif Utama, 

kehadiran Open Government Data yang 

dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandung 

menghadirkan banyak keuntungan bagi 

masyarakat dalam hal pemenuhan data yang dapat 

diakses dengan mudah secara transparan. 

Anggaran yang telah dialokasikan sebanyak Rp 

539.656.733,-. untuk terbentuknya portal Open 

Data Kota Bandung tersebut, membentuk 

kepercayaan diri pemerintah untuk bisa 

menjalankan portal ini secara efektif. Namun, 

dilihat dari kolaborasi yang berjalan antara 

pemerintah dengan masyarakat hingga organisasi 

di masyarakat masih dirasa kurang. Hingga pada 

akhirnya data- data yang muncul di dalam portal 

lebih mendominasi suatu kajian, bukan kebutuhan 

sehari-hari masyarakat Kota Bandung 

4. Ditinjau dari dimensi Peran Masyarakat, 

masyarakat dikenal sebagai subjek dan objek 

pembangunan di suatu daerah. Sehingga tidak 

asing jadinya, jika Pemerintah Kota Bandung 

mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan hingga menjalankan portal Open Data 

Kota Bandung sebagai media yang 

mengkolaborasikan masyarakat dengan 

pemerintah. Masyarakat Kota Bandung belum 

terlihat perannya di dalam menjalankan portal 

Open Data Kota Bandung dengan kehadirannya 

secara eksplisit untuk mengambil keputusan 

bahkan mendesain portal yang ada. Hal ini 

membuat adanya ruang kosong dalam partisipasi 

masyarakat di dalam program pemerintah, 

sehingga masyarakat menjadi kelompok yang 

kurang mengetahui pergerakan setiap 

penyelenggaraan pemerintahan.  
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